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. J REFORMASI SISTEM KUOTA HAJI 2026:
» MENUJU KEADILAN BERBASIS WAITING LIST
d.
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DPRRI Eridlonce based pobiecy matking Analis Legislatif Ahli Madya
achmad.fahham@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang setiap tahun dilaksanakan oleh ratusan ribu
muslim Indonesia. Namun, terbatasnya kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada
Indonesia menciptakan antrean panjang yang harus dihadapi oleh calon jemaah. Selama lebinh
dari satu dekade, pembagian kuota haji ke berbagai provinsi di Indonesia didasarkan pada
proporsi jumlah penduduk muslim. Pada praktiknya, formula ini menimbulkan ketidakadilan.
Daerah dengan jumlah penduduk muslim besar tetapi sedikit pendaftar haji mendapatkan
alokasi kuota yang tidak proporsional sehingga masa tunggunya menjadi singkat (12—15
tahun). Sebaliknya, wilayah dengan antrean panjang, seperti Sulawesi dan Kalimantan, bisa
mencapai lebih dari 40 tahun.

Menyikapi ketimpangan ini, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi
VIII DPR RI melakukan kajian mendalam dan akhirnya menghasilkan keputusan monumental.
Mulai musim haji 2026, pembagian kuota haji akan sepenuhnya menggunakan angka waiting list
yang tercatat dalam Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Kebijakan baru
ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Sebelumnya, pemerintah mengkaji tiga opsi formula: berbasis waiting list, berbasis jumlah
penduduk muslim, dan gabungan keduanya. Hasil kajian menunjukkan bahwa formula berbasis
penduduk muslim telah menciptakan distorsi. Seperti diungkapkan oleh Kementerian Haji dan
Umrah, sistem lama tidak mempertimbangkan jumlah pendaftar aktif, sehingga kuota tidak
mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Setelah pembahasan intensif dengan Komisi VIII DPR
Rl pada 30 September 2025, disepakati bahwa formula berbasis waiting list adalah yang paling
adil. Prinsip first come, first served dinilai paling mampu menyelesaikan masalah ketimpangan
masa tunggu yang telah berlangsung lama.

Berdasarkan data SISKOHAT per 16 September 2025, terdapat 5.398.420 pendaftar aktif haji
secara nasional. Formula baru akan menghitung pembagian kuota antarprovinsi berdasarkan
porsi masing-masing daerah dari total angka waiting list nasional. Kebijakan ini akan secara
signifikan mengubah peta pembagian kuota. Pertama, provinsi dengan antrean panjang
mendapat tambahan kuota. Daerah seperti Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sumatera Barat,
yang memiliki jumlah pendaftar sangat besar dan masa tunggu panjang, akan menerima alokasi
kuota yang lebih banyak. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penurunan masa tunggu di
daerah-daerah tersebut.

Kedua, provinsi dengan antrean pendek mengalami penyesuaian. Daerah yang selama ini
memiliki masa tunggu pendek karena ketidakseimbangan sistem lama akan menerima kuota
yang disesuaikan (dikurangi) sesuai dengan jumlah pendaftar aktifnya. Bahkan, beberapa
kabupaten/kota dengan daftar tunggu sangat kecil dilaporkan tidak akan mendapat jatah kuota
sama sekali untuk tahun 2026. Kementerian Haji dan Umrah menegaskan bahwa reformasi ini
tidak mengurangi kuota nasional Indonesia dari Arab Saudi, melainkan menata ulang
distribusinya agar lebih proporsional dan adil.



Tantangan utama kebijakan ini adalah memastikan transparansi dan akurasi data dalam
SISKOHAT. Publik harus dapat dengan mudah mengakses dan memverifikasi data waiting list
mereka. Selain itu, sosialisasi yang komprehensif sangat penting untuk mengelola ekspektasi
masyarakat di daerah yang kuotanya dikurangi, agar mereka memahami bahwa penyesuaian ini
dilakukan demi prinsip keadilan yang lebih luas.

Sebagai mitra pengawasan pemerintah, Komisi VIII DPR RI disarankan untuk:

* Melakukan monitoring yang ketat terhadap implementasi kebijakan ini,
termasuk memastikan akurasi data waiting list di SISKOHAT dan
transparansi dalam penentuan kuota per daerah;

* Mendorong Kementerian Haji dan Umrah untuk melaksanakan sosialisasi
yang masif dan komprehensif, khususnya di daerah-daerah vyang
mengalami penurunan kuota guna menghindari kesalahpahaman;

* Meminta laporan evaluasi dampak kebijakan ini setelah penyelenggaraan
haji 2026, khususnya mengenai percepatan rata-rata masa tunggu
nasional dan respons masyarakat, sebagai bahan pertimbangan untuk
penyempurnaan di masa depan; serta

e Memastikan bahwa platform SISKOHAT memiliki kapasitas server dan
keamanan siber yang memadai untuk mengakomodasi akses publik yang
masif dalam memantau waiting list.
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Sumber

detik.com, 1 November 2025;
pikiran-rakyat.com, 9 November 2025;
republika.co.id, 9 November 2025;
rri.co.id, 8 November 2025; dan
sulsel.herald.id, 8 November 2025.
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